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Mengingat

a,

WALI KOTA PALU,

bahwa  berdasarkan  ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Wali Kota tentang Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kota Palu;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat I Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan

.
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~ Daerah sebagaimana telah di
~ Peraturan Menteri Dalam N

Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga:

(Berita Negara Republik Indonesia T:
Nomor 310);

. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 12);

. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Su

Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Da
Kota Palu Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8
tentang Anggaran Pendapatan dan Bel
‘ahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerat
‘ Nomor 8, Tambaha,n Lemba;
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1. membahas kebijakan Pengelolaan ~ Keuangan
Daerah; Lo
menyusun dan membahas rancangan KUA dan

rancangan perubahan KUA; X

menyusun dan membahas rancangan PPAS dan

rancangan perubahan PPAS;

4. melakukan verifikasj RKA SKPD;

5. membahas rancangan APBD,

rancangan i
perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungjawaban APBD;

6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD,

dan Pertanggungjawaban APBD;

melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan

rancangan perubahan DPA SKPD;

8. menyiapkan surat edaran Wali Kota tentang

pedoman penyusunan RKA; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibantu oleh Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah

i Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

I

I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT . Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
mempunyai tugas:

1. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
pada setiap kegiatan Tim;

2. menyiapkan materi dan mendistribusikan surat-
surat yang berkaitan dengan penyusunan APBD;

* " 3. menyampaian hal-hal teknis yang belum dibahas

oy atau diagendakan oleh Tim Anggaran Pemerintah

i Daerah; |

4. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah .
terkait atas perintah Tim Anggaran Pemerintah o i

Daerah; dan S
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Sekretaris Dacrah Kota Palu Ketua
4 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sekretarls
5 Asisten Administrasi  Pemerintahan  dan Kesejahteraan Angeots
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Paly
!
Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | ;
6 |k Palu , Anggota -
7 | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu Anggota
8 KP:l[:h Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota \ -
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
9 Palu Anggota
10 | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu Anggota
1 Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset daerah Kota Palu Kota Palu Anggota
12 Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset
daerah Kota Palu Kota Palu

Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset daerah Kota Palu Kota Palu
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| Kepala
| Keuangan Badan
Palu

Pemncanaan Sosial dan Buday

Pembangunan Daerah Kota Palu
Subbidang Monitoring
Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota

dan Evaluasi Ekonomi dan|

Kepala Subbidang Belanja Langsung Badan Pengelola i
Keuangan dan Aset Daerah Kotg Palu Anggo
Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Anggota
Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu &8
Kepala Subbidang Belania Tidak Langsung Badan Pengelola nigao & 7
Keuangan dan Aset daerah Kota Paly ,
Kepala Subbidang Akuntans; Badan Pengelola Keuangan Angeo E.
dan Aset daerah Kota Paluy g8 ;
Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian |
Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Anggota {
daerah Kota Paly f‘
S ;
Kepala Subbagian Pengkajian Hukum dan Perundang- Anpsor
Undangan Sekretariat Daerah Kota Paly 88
O
I;;lpala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Anggota
u
S|

WALI KOTA PALU,

A
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¥ el Badan Pengelola Keuangan
: dan Aset Daerah Kota Palu

Ketua
Daerah Kota Paly Anggota t
Anggota

Operator Pengelola Data
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